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Konsumen pembeli barang-barang elektronik merek AOWA yang dijual oleh PT ALS
melalui undian memperoleh perlindungan hukum, akibat penjualan dengan itikat
tidak baik dan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang sebagaimana pasal 7 UU No. 8/1999 dan melakukan
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana pasal 9 ayat (1) jo pasal
15 UUPK. Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas dasar ingkar janji
sekaligus perbuatan melanggar hukum dapat diselesaikan melalui lembaga non
litigasi yaitu BPSK atau menempuh jalur hukum dengan menggugat PT ALS disertai
kewajiban memberikan ganti kerugian berupa penggantian kerugian sebagaimana
ditentukan dalam pasal19 UU No. 8/1999 atau biaya, rugi dan bunga sesuai dengan
ketentuan pasal 1246 B.W.
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